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ABSTRAK :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk 
Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa dalam rangka 
penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 yang 
pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diperlakukan sebagai 
hibah dan wajib dilaksanakan, dikelola, ditatausahakan, dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik 
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penujukan Bendahara Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK) Se-kabupaten Luwu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018. 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Peraturan Pemerintah 
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 



Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5423, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534;), 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341), Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533), Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Dana 
Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990), Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2016 
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar 
Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
80/Kpts/KPU/TAHUN 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam 
Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 
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